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BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2AT4

TENTANG

RENcANAKERTA'ffitltfi 
ilTffi^ffiRTfT"NACEHSINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang i a. bahwa. dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam
Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2OI5;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu
ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47. Tambahan kmbaran Negara Republik
indonesia Nomor a280l;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3.

+.

5.
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Ferencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a42Ll;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah beberapa kati diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ?'OO4 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia aa3$;

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2AA6
tentang Pemerintahan Aceh (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republi! Indonesia Nomor affi3);

1O. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO5 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2AA4 - 2AO9 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor L 1);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan flembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20OS tentang
Sistim Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Feraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

4tu Eatue ab EAt W@ kh esaaL-



g

Y

15- Fenahrran Femerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Fen5nrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5851;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
2L, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a&fil;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 31O);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah {Lembaran 'Negara Republik
IndonesiaTahun 2010 Nomor 157);

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun z0l4 Nomor 32);

21. Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana BaSr Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus,
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2OOB Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Nanggroe
Aceh Darussalam Nom or L2l sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Qattun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasiarr Tambahan Dana Bagi
Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana
Otonomi Khusus (kmbaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4B|;

22. Peraraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2OL4;
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23. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang"
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2O11
tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor
2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Ralqyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 20ll Nomor 08);

24. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aoeh Singkil Nomor
4 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh
Singkil Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun ?OLI Nomor O4);

25. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

26. Qanun Aceh Singkil Nomor I Tahun 2AI4 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2Ot4 {Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2OI4 Nomor 2361;

27. Qanlun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2OIO tentang
Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat (kmbaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun ?010 Nomor O2);

28. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2O1O tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah {I"embaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 04);

29. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2O1O tentang
Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
Kabupaten Aceh Singkil {Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor O7);

30. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2O1O Nomor O9);

31. Qanun Aceh $ingkil Nomor 11 Tahun 2O1O tentang
Pembentukan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 11);

32. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2O1O tentang
Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2OLO Nomor 12);
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33. Qanun Aceh singkil Nomor 13 Tahun zoLo tentang
organisasi dan Kepegawaian perusahaan Daerah Aii
Minum Tirta singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2O1O Nomor 13);

34. Qanun Aceh $ingkil Nomor 1 Tahun zoll tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh
Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2}ll Nomor 11);

35. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2AII tentang Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2OL 1 Nomor O6);

36. Qanun Aceh singkil ,Nomor g rahun zolz tentang
Susunan Organisasi dan Tata Keda Kantor pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil
(I,embaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2OLz
Nomor O3);

37. Qanun Aceh singkil Nomor 1 Tahun 2olg tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Aceh Singkil 2OL2-2O17 (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2CII3 Nomor O1);

38. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2Ol0
tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2010 Nomor L4);

39. Peraturan Bupati Aceh singkil Nomor 3 Tahun zoL2
tentang sistem dan Prosedur Akuntansi pemerintah
Kabupaten Aceh singkil {Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2AL2 Nomor O3);

4o. Peraturan Bupati Aceh singkil Nomor g rahun 2ol2
tentang sistem dan Prosedur pengerolaan Keuangan
Daeran Kabupaten Aceh singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2OL2 Nomor 0B);

41. Peraturan Bupati Aceh singkil Nomor 1 Tahun 2aL4
lglt*ttg Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh singkil Tahun Anggaran zaL4 (Beri-ta
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun ZOI4 Nomor O1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2015.
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r BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah Penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Ralqyat
Kabupaten Aceh Singkil.

2. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipitih melalui suatu
proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, tlmlrm,
bebas, rahasia, jujur dan adil.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya
disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
Aceh Slngkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-undangan sejenis
yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

6. Sekretaris Daerah y.ang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

7. Pimpinan DPRK adalah ketua dan para Wakil Ketua DPRK yang
selanjutnya disebut Pimpinan DPRK Aceh Singkil.

8. satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/ pengguna barang.

9. Rencana Keda Pemerintah Kabupaten Aceh singkil disingkat
dengan RKPK Aceh Singkil.

1O. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.

1 1. Kebijakan umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
I (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRK.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran yang
adalah program prioritas dan patokan

selanjutnya disingkat PPA

yang diberikan kepada SKPD untuk
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
DPRK.
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15.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belarja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
pen5rusunan APBK.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala
Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah
dalam rangka pen5rusunan APBK yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencarra daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan,

16. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tdhun
Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut RKPK Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2At4 adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil untuk periode I (satu)
tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

: Pasal 2

RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 merupakan penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil
2OI2-2O17, sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten
Aceh Singkil Nomor L Tahun 2OL3 yang memuat kebijakan arah
keuangan termasuk didalamnya Arah Kebijakan Umum dan
Program Pembangunan Kabupaten Aceh singkil Tahun 2olz-2olr,
RKPK Tahun Anggaran 20 15 sebagaimana tercantum pada
lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
ini.

RKPK Aceh singkil Tahun Anggaran 2ol5 sebagairnana dimaksud
pada ayat {1} menjadi:

a. Pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja
(Renja) SKPD Tahun Anggaran 2015; dan

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh singkil dalam
menJrusun KUA Tahun Anggaran 2015 dan PPAS APBK Tahun
Anggaran 2015.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menggunakan RKPK Tahun Anggaran 2O1S
sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2015
bersama Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Singkil.
Dokumen KUA dan PPAS adalah dokumen yang memerlukan
kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK Aceh
Singkil untuk dibahas lebih lanjut menjadi landasan penyusunan
RKA-SKPD.

{1}

(21

(1)

(21
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Pasal 4

Bupati dalam proses pen)rusunan Rencana APBK Tahun Anggaran
ZO|S, menetapkan TAPD untuk menyusun KUA dan PPAS.

$eluruh Program dan Kegiatan dirancang harus bersifat lintas
sektor, 'lintas petaku {an lintas koordinasi yang dapat
rnerealisasikan arah dan tujuan pembangunan daerah.

Sumber Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Singkil tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Kabupaten Aceh

Singkil Tahun Anggaian 2015 merupakan sumber pendapllal l-ain-

lain* yang sah pifa pend.apatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun
n"gg*t"ti 20 i5 y""g tertuang dalam APBK dengan

Program/ Kegiatan Khusus.

(3)
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BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah menelaah kesesuaian antara
Rencana-i(erja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daeratr (RKA-

SKPD) Tahun Anggaran 2015 dengan hasil 
- 
pembahasan bersama

Dewan Perwakilan Ratqyat Kabupaten Aceh Singkil'

Pasal 6

peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pJttg"tta€rngan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah KabuPaten Aceh Singkil-

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal AG Me,t aot4

7n ATI ACEH SINGKIL, /

Diundangkan di Singkil
pada tanggal "?8 Moi eot{

-.a SEKRETARIS DAEF
\ ACEH SI

UPATEN

BERITA H KABUPATEN ACEH
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SINGKIL TAHUN 2OI4 NOMOR..**4


